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BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Polisi dalam upaya penertiban praktek prostitusi di wilayah

hukum Poltabes Yogyakarta merupakan aparat penegak hukum yang

mempunyai tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dan kertertiban

dalam masyarakat Yogyakarta dalam melakukan penertiban praktek

prostitusi akan tetapi dalam pelaksaanya mengalami kesulitan antara lain :

a. Polisi sebagai penyidik dan penyelidik kurangnya kerjasama yang baik

antara penegak hukum dalam hal ini polisi dengan masyarakat dengan

mengambil manfaat secara ekonomis dengan keberadaan tempat

lokalisasi sebagai pelindung pelaku praktek prostitusi dengan tidak

dapat menindak atau menangkap pelaku prostitusi secara tegas

khususnya oknum polisi yang ikut melancarkan praktek prostitusi

b. Belum adanya koordinasi yang baik antara polisi dengan pemerintah

kota dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam upaya

penertiban praktek prostitusi di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta

atas laporan dari masyarakat yang menyatakan bahwa praktek praktek

prostitusi dapat pula menimbulkan kejahatan yang lain.
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B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis sampaikan, maka saran-saran

yang sekiranya dapat bermanfaat untuk lebih meningkatkan citra lembaga

Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penertiban praktek

prostitusi adalah :

1. Polisi dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya secara tegas

menindak dan emnangkap pelaku prostitusi dan para pihak yang ikut

melancarkan praktek prostitusi khususnya oknum polisi yang berperan

sebagai pelindung dari para pelaku praktek prostitusi khususnya di kota

Yogyakarta.

2. Aparat penegak hukum khususnya lembaga kepolisian dapat menjalin

kerjasama antara pihak pemerintah kota Yogyakarta dan masyarakat kota

Yogyakarta sebagai langkah dalam upaya penertiban praktek Prostitusi

yang dimaksudkan untuk dapat memberantas atau menekan angka

kejahatan yang di timbulkan dari praktek prostitusi.
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